
 
 
 
 
 
 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU 
NOMOR 11 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PENGADAAN BARANG/JASA  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum 
Daerah RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12  Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12) Sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 9); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO 
BATURAJA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja  
yang selanjutnya disebut RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo 
Baturaja adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan menjadi 
Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan 
Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 060/33/KPTS/XII/2013. 
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5. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut pemimpin adalah 
Direktur yang merupakan pejabat pemegang kewenangan 
Pengguna Anggaran (PA). 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran RSUD 
Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang 
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh 
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
dan tanggung jawab penggunaan  anggaran pada RSUD Dr. 
H. Ibnu Sutowo Baturaja. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 
negara/anggaran belanja daerah. 

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut 
PPTK adalah pejabat unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) 
atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personal yang bertugas melaksanakan 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-
purchasing. 

11. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan 
Barang/jasa berdasarkan kontrak. 

12. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan 
oleh pengguna Barang. 

14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali 
suatu bangunan. 

15. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang 
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau 
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 

16. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 
adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh 
PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, 
keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

17. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-
Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/jasa melalui 
sistem katalog elektronik atau Toko Daring. 
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18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

19. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

20. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bernilai paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 

21. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK 
dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman bagi RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja dalam 
melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada 
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 
Pasal 3 

 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 
menjamin ketersediaan Barang/Jasa melalui proses pengadaan 
yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan 
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di RSUD 
Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja. 

 
BAB III 

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 
 

Pasal 4 
 

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, 
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan 
praktek bisnis yang sehat. 

 
Pasal 5 

 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan 
Barang/Jasa pada RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang 
bersumber dari : 

a. jasa layanan; 

b. hibah tidak terikat; 

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan 

d. lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah. 
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BAB IV 
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA 

 
Pasal 6 

 
Pelaku pengadaan Barang/Jasa terdiri dari: 
a. PA/KPA; 
b. PPK; 
c. Pejabat Pengadaan; 
d. kelompok Kerja Pemilihan; 
e. penyelenggara Swakelola; dan 
f. Penyedia. 

 
BAB V 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 
 

Pasal 7 
 

Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat 
Pengadaan RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja atau Unit 
Pengadaan Barang/jasa Kabupaten. 
 

Pasal 8 
 

(1) Pengaturan pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan 
Bupati ini meliputi perencanaan pengadaan, persiapan 
pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, 
pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. 

 
(2) Pada tahapan perencanaan pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PA/KPA menetapkan perencanaan 
pengadaan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan dan 
tarif Barang/Jasa. 

 
(3) Pada tahapan persiapan pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PPK dapat menetapkan HPS, 
menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi 
teknis/KAK dan/atau menetapkan uang muka, jaminan 
uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, 
sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga untuk 
pemilihan Penyedia. 

 
Pasal 9 

 
(1) Metode pemilihan Penyedia terdiri atas : 

a. E-purchasing; 
b. pengadaan langsung; 
c. Penunjukan Langsung; 
d. Tender cepat; dan 
e. Tender. 

 
(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan untuk Barang/Jasa yang sudah tercantum 
dalam katalog elektronik atau toko daring. 
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(3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

 
(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada      

ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

 
(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk 

keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi : 

a. Barang/jasa yang bersifat mendesak dalam rangka 
menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian 
(life saving); 

b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya 
kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu 
daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan 
keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah 
(outbreak); 

c. Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh 
komite medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh 
Pemimpin; dan 

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 
(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi 
dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan 
yang : 

a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat 
ditentukan secara rinci;  atau 

b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merk terhadap suku 
cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada. 

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode 
pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf d. 

 
BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 10 
 

Pengadaan Barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
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Pasal 11 
 

Untuk pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal 
dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan 
pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan 
pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi RSUD Dr. H. Ibnu 
Sutowo Baturaja sepanjang disetujui pemberi hibah. 

 
Pasal 12 

 
Ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa yang tidak diatur 
dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan 
pengadaan Barang/Jasa pemerintah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 13 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 43 Tahun 2013 tentang Jenjang Nilai Pengadaan 
Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. H. Ibnu 
Sutowo Baturaja (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Tahun 2013 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 
Pasal 14 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 
Ditetapkan di Baturaja 
pada tanggal, 27 April 2021 
 
Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 
ttd. 

 
  EDWARD CANDRA 

 
Diundangkan di Baturaja 
pada tanggal, 27 April 2021 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

OGAN KOMERING ULU, 
 
    ttd. 
 

ACHMAD TARMIZI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2021 NOMOR 11 
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Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN OKU, 

 

 


